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ABSTRAK

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang potensial dalam menggerakkan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta
menjadi kunci dalam merencanakan strategi inovatif untuk mengembangkan pariwisata.
DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata.
Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti ketidakseimbangan antara perkem
bangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan serta kebutuhan akan investasi yang besar,
membuat kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta menjadi semakin penting.

Studi ini mengidentifikasi strategi inovatif yang dapat digunakan untuk memfasilitasi
kolaborasi efektif antara pemerintah dan investasi swasta dalam pengembangan pariwisata
di DKI Jakarta. Salah satu strategi kunci adalah menciptakan lingkungan regulasi yang
kondusif, yang memberikan insentif kepada investasi swasta untuk berpartisipasi dalam
proyek pariwisata. Selain itu, perencanaan yang berkelanjutan dan berbasis data adalah
kunci untuk mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi dan menghindari konflik
dengan pelestarian lingkungan.

Keterlibatan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya juga penting dalam
merencanakan pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, investasi
swasta, dan masyarakat dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi
dan pelestarian budaya dan lingkungan.

Dengan menerapkan strategi inovatif ini, DKI Jakarta dapat mengoptimalkan potensi
pariwisatanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah, sambil
tetap memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Keberhasilan
kolaborasi efektif antara pemerintah dan investasi swasta dalam sektor pariwisata DKI
Jakarta akan menjadi contoh inspiratif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan di seluruh
dunia.

ABSTRACT

Tourism is one of the potential economic sectors that can drive the growth of a region's
economy, and collaboration between the government and private investment is key to
planning innovative strategies for tourism development. Jakarta, as the capital of Indonesia,



has significant potential in the tourism sector. However, challenges such as the imbalance
between infrastructure development and environmental preservation, as well as the need for
substantial investment, make collaboration between the government and private investment
increasingly crucial.

This study identifies innovative strategies that can be used to facilitate effective
collaboration between the government and private investment in tourism development in
Jakarta, Indonesia. One key strategy is creating a conducive regulatory environment that
provides incentives for private investment to participate in tourism projects. Additionally,
sustainable and data-driven planning is essential for identifying potential investment
opportunities and avoiding conflicts with environmental preservation.

Involvement of the local community and other stakeholders is also vital in planning
sustainable tourism. Collaboration among the government, private investment, and the
community can create a balance between economic development and cultural and
environmental preservation.

By implementing these innovative strategies, Jakarta can optimize its tourism potential,
create job opportunities, and boost regional income while also ensuring sustainability and
the well-being of the local community. The successful collaboration between the government
and private investment in the tourism sector in Jakarta can serve as an inspiring example
for other regions in Indonesia and around the world.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat penting bagi suatu daerah atau
negara, karena dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
penciptaan lapangan kerja, serta promosi budaya dan warisan lokal. DKI Jakarta, sebagi
pusat perputarn roda ekonomi Indonesia, memiliki potensi pariwisata yang besar dengan
berbagai atraksi seperti budaya, sejarah, belanja, hiburan, dan makanan. Namun,
pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif dari
pemerintah dan sektor swasta.

Perencanaan pariwisata yang baik dan strategi inovatif dalam menggandeng investasi swasta
merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan industri pariwisata. Kolaborasi yang
efektif antara pemerintah dan investasi swasta dapat menciptakan lingkungan bisnis yang
kondusif, mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata, meningkatkan kualitas
layanan, serta mempromosikan destinasi pariwisata DKI Jakarta secara global.

Selama beberapa tahun terakhir, DKI Jakarta telah menjadi fokus perhatian dalam upaya
mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia. Namun, ada banyak tantangan yang harus
dihadapi, termasuk perencanaan yang kurang efektif, kurangnya investasi swasta,
persaingan dengan destinasi pariwisata lainnya, dan perubahan dalam tren pariwisata global
seperti dampak pandemi COVID-19.



Kesenjangan Penelitian

Meskipun kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta telah terbukti menjadi kunci
sukses dalam pengembangan sektor pariwisata di berbagai negara, penelitian yang secara
khusus mengkaji strategi inovatif perencanaan pariwisata dengan fokus pada kolaborasi
efektif antara pemerintah dan investasi swasta di DKI Jakarta masih terbatas. Sebagian besar
penelitian yang ada lebih menekankan pada aspek-aspek tertentu seperti infrastruktur
pariwisata, promosi destinasi, atau pelestarian lingkungan, tanpa memberikan pemahaman
yang komprehensif tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta
dapat menciptakan strategi inovatif yang holistik dalam pengembangan pariwisata Jakarta.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengisi kesenjangan penelitian ini dengan
mengidentifikasi strategi inovatif yang dapat digunakan dalam perencanaan pariwisata yang
melibatkan kolaborasi efektif antara pemerintah dan investasi swasta di DKI Jakarta.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi
inovatif perencanaan pariwisata yang melibatkan kolaborasi efektif antara pemerintah dan
investasi swasta di DKI Jakarta. Kami akan mengevaluasi bagaimana kolaborasi ini dapat
memanfaatkan potensi Jakarta sebagai destinasi pariwisata, mengatasi tantangan yang
dihadapi, dan menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan
lingkungan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, penelitian ini akan mengidentifikasi langkah-
langkah konkret yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan
pariwisata yang inovatif.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi karena dapat memberikan panduan praktis
bagi pemerintah daerah, pelaku bisnis swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
merumuskan strategi pariwisata yang inovatif dan efektif di DKI Jakarta. Diharapkan hasil
penelitian ini dapat membantu memaksimalkan potensi pariwisata Jakarta, menciptakan
lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah, sambil mempertimbangkan aspek-
aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat
menjadi referensi inspiratif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan di seluruh dunia yang
ingin mengembangkan sektor pariwisata melalui kolaborasi yang serupa antara pemerintah
dan investasi swasta.

KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan pariwisata oleh pemerintah adalah pondasi utama bagi swasta untuk
pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan destinasi wisata yang efektif.
Ritchie dan Crouch (2000) menekankan pentingnya visi jangka panjang yang dibentuk oleh
pemerintah dalam menciptakan destinasi yang kompetitif. Pengawasan oleh pemerintah
terhadap proyek investasi swasta juga dianggap penting untuk memastikan bahwa standar
keselamatan, kualitas layanan, dan keberlanjutan lingkungan dijaga dengan baik (Murphy
et al., 2000).

Selain itu, pemerintah diharapkan menjadi motor penggerak dalam promosi pariwisata,
memasarkan objek wisata ke pasar domestik dan internasional, sehingga mendorong
pertumbuhan industri. Pike dan Page (2014) dan Buhalis dan Darcy (2011) mengulas
pentingnya peran pemerintah dalam upaya promosi destinasi. Di samping itu, pemerintah



juga harus menciptakan regulasi yang sesuai dan memberikan insentif bagi investasi swasta
dalam industri pariwisata (Butler, 1980; Getz, 1992).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa peran investasi swasta tidak hanya terbatas
pada pengembangan hotel dan akomodasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dari
industri pariwisata, termasuk transportasi, restoran, atraksi wisata, dan pengembangan
infrastruktur yang lebih luas. Menurut Murphy, Pritchard, dan Smith (2000), investasi
swasta dalam pembangunan fasilitas dan layanan pariwisata dapat meningkatkan kualitas
dan daya tarik destinasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan. Ini dapat menciptakan efek berantai positif dalam ekonomi lokal dengan
meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Ritchie dan Crouch (2003)
menyoroti peran investasi swasta dalam mendiversifikasi jenis-jenis akomodasi sehingga
memberikan lebih banyak pilihan kepada wisatawan, dan dengan demikian, akan dapat
memperluas pangsa pasar pariwisata.

Kolaborasi efektif antara pemerintah dan swasta dapat menghasilkan sejumlah manfaat yang
signifikan dalam pengembangan dan pertumbuhan industri pariwisata. Investasi swasta
dalam pengembangan pariwisata berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini
memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat (Dwyer &
Forsyth, 1997).

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat proses pengembangan
proyek pariwisata. Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang jelas dan insentif untuk
menarik investasi swasta, sementara investasi swasta membawa cepatnya implementasi
proyek. Hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan industri yang lebih cepat (Sharpley &
Telfer, 2002). Namun, penting untuk dicatat bahwa agar kolaborasi antara pemerintah dan
investasi swasta dapat berhasil, maka perlu ada perencanaan yang bijaksana dan pengawasan
yang ketat untuk memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan budaya tetap terlindungi
(Buckley, 2012).

Ritchie dan Crouch (2000) memberikan contoh bagaimana pemerintah Maladewa telah
berhasil mendukung investasi swasta dalam industri pariwisata. Pemerintah Maladewa
memberikan insentif kepada perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan
pulau-pulau wisata, termasuk penyediaan infrastruktur dan pengelolaan resort. Hasilnya
adalah pertumbuhan industri pariwisata menjadi signifikan di Maladewa, dan pulau-pulau
yang menjadi destinasi wisata eksklusif dikenal di seluruh dunia. Buckley (2012) juga
mencootohkan bagaimana kerjasama pemerintah dan swasta di Singapura juga sukses dalam
mengintegrasikan atraksi wisata, hotel, kasino, dan hiburan di satu lokasi. Kerja sama ini
telah memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Singapura dan menjadi daya tarik
utama bagi wisatawan internasional.

Perbedaan fokus antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam industri pariwisata, dapat
memicu konflik (Bramwell & Lane, 2000). Regulasi yang tidak cocok dan faktor eksternal
dapat menghambat kolaborasi efektif. Solusinya adalah pemerintah membutuhkan kerangka
hukum yang jelas dan insentif untuk investasi swasta, sementara perusahaan swasta harus
mematuhi regulasi (Edwards, 2010). Koordinasi yang baik dalam pengelolaan destinasi
wisata juga penting, namun hal tersebut tidak mudah karena melibatkan banyak pemangku
kepentingan (Becken & Hay, 2007). Disamping itu, pemerintah juga harus mengawasi
investasi swasta untuk mencegah eksploitasi lingkungan dan budaya (Mowforth & Munt,
2009).



Salah satu model kolaborasi pemerintah dan swasta yang behasil adalah "Public-Private
Partnership" (PPP). Dalam model ini, tanggung jawab dan risiko dibagi secara adil antara
kedua pihak, dan keuntungan bersama menjadi fokus utama (Bieger & Wittmer, 2006). Hall
(2005) menggaris bawahi bahwa model kolaborasi ini berhasil bila pemangku kepentingan,
termasuk komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan akademisi dilibatkan secara aktif.

Kolaborasi pemerintah dan swasta akan lebih berhasil jika kedua pihak melibatkan badan
khusus yang mengkoordinasikan upaya antara pemerintah dan swasta, seperti Destination
Management Organizations (DMO) atau Tourism Development Authorities (TDA)
(Morrison, 2013).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh
Creswell (2013), dan pendekatan studi kasus yang dikemukakan oleh Yin (2018).
Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam
tentang strategi inovatif perencanaan pariwisata dan kolaborasi antara pemerintah dan
investasi swasta di DKI Jakarta. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data kualitatif
melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sementara pendekatan studi kasus
digunakan untuk menggali informasi tentang kolaborasi konkret antara pemerintah dan
investasi swasta dalam pengembangan pariwisata di beberapa destinasi wisata di DKI
Jakarta.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten untuk menganalisis
data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen. Data-data
tersebut dikategorikan, dikodekan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan
hubungan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, metode analisis komparatif juga
digunakan untuk membandingkan berbagai studi kasus dan mengidentifikasi perbedaan dan
kesamaan dalam kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta di berbagai destinasi
wisata di DKI Jakarta.

Penelitian juga melibatkan beberapa studi kasus destinasi pariwisata. Studi kasus ini dipilih
secara hati-hati berdasarkan kriteria seperti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan
investasi swasta, berbagai jenis destinasi (misalnya, sejarah, budaya, alam), dan dampak
ekonomi dan lingkungan. Setiap studi kasus melibatkan pengumpulan data primer melalui
wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, pengamat pariwisata, dan perwakilan
pemerintah dan swasta yang terlibat dalam kolaborasi. Selain itu, data sekunder seperti
laporan perkembangan pariwisata dan dokumen kebijakan juga digunakan untuk
mendukung analisis.

Metodologi penelitian ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang strategi
inovatif perencanaan pariwisata dan kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta di
DKI Jakarta. Studi kasus memberikan wawasan konkret tentang berbagai aspek kolaborasi
di berbagai destinasi, sementara pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam
tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut. Analisis konten
dan komparatif membantu mengidentifikasi pola umum dan perbedaan yang relevan dalam
kolaborasi pariwisata di wilayah tersebut.



TEMUAN DAN DISKUSI

Temuan penelitian telah menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan regulasi yang
kondusif dalam upaya mempromosikan investasi swasta dalam proyek pariwisata. Dalam
penelitian ini, ditemukan bahwa upaya kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta
sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam pengembangan industri pariwisata.
Langkah-langkah seperti penyederhanaan prosedur perizinan melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP), pemberian insentif fiskal, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang
memadai adalah beberapa strategi yang efektif dalam mendorong investasi swasta di sektor
pariwisata. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh Ahlstrom dan
Bruton (2010) dalam studi mereka tentang hubungan antara pemerintah dan sektor swasta
dalam pengembangan ekonomi.

Temuan penelitian ini membuka pintu untuk diskusi dan tindakan lebih lanjut yang
mencakup beberapa aspek kunci terkait pengembangan industri pariwisata yang
berkelanjutan. Pertama, penting untuk didiskusikan bagaimana menciptakan lingkungan
regulasi yang kondusif untuk investasi swasta dalam proyek pariwisata. Proses perizinan
yang efisien, pemberian insentif fiskal yang sesuai, dan pengurangan birokrasi adalah
elemen-elemen penting dalam mencapai tujuan, yang memerlukan kerjasama antara
pemerintah dan sektor swasta.

Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta adalah elemen utama dalam
kesuksesan pengembangan industri pariwisata. Diskusi mengenai model kolaborasi yang
efektif, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta bagaimana menjaga
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan adalah
hal yang harus diperdebatkan lebih lanjut.

Selain itu, pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai dalam
sektor pariwisata merupakan bagian yang krusial. Infrastruktur yang baik adalah fondasi
untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, dan cara membiayai dan mengembangkan
infrastruktur tersebut perlu diperinci.

Terakhir, perlu juga untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pertumbuhan
industri pariwisata. Bagaimana mengelola dampak lingkungan, mengurangi jejak karbon,
dan menjaga keberlanjutan lingkungan adalah isu yang penting untuk dibahas dalam rangka
menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Peneliti juga menemukan bahwa perencanaan yang berkelanjutan dan berbasis data
sebagaimana data resmi yang diterbitkan BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta secara
berkala, memegang peran sentral dalam mengidentifikasi peluang investasi dalam sektor
pariwisata. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan data yang akurat dan
analisis yang mendalam tentang dampak lingkungan sangat penting dalam merancang
proyek pariwisata yang ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya membantu
pemerintah dan investasi swasta untuk menghindari konflik dengan pelestarian lingkungan,
tetapi juga dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dalam industri pariwisata itu
sendiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya
perencanaan yang berfokus pada keberlanjutan (Dredge & Jenkins, 2007) dan penggunaan
data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Andereck et al., 2005).



Temuan penelitian ini membawa berbagai isu yang memerlukan diskusi lebih lanjut terkait
pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan. Pertama, perlu dibahas bagaimana
merancang perencanaan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis data. Diskusi ini
melibatkan pemahaman tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan
mengintegrasikan data yang akurat dalam perencanaan pariwisata. Selain itu, perlu juga
dibicarakan bagaimana mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam perencanaan, termasuk
upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Kemudian, penting untuk mengeksplorasi bagaimana data dan analisis dapat digunakan
untuk mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Diskusi
mengenai alat-alat dan metodologi yang efektif dalam menganalisis peluang investasi dan
bagaimana menerapkan temuan tersebut dalam pengambilan keputusan akan menjadi topik
yang relevan.

Selanjutnya, perlu pula diperdebatkan bagaimana memastikan bahwa proyek-proyek
pariwisata yang dirancang berdasarkan data dan analisis yang akurat benar-benar ramah
lingkungan. Pembahasan ini mencakup aspek seperti kebijakan lingkungan, teknologi hijau,
dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tidak kalah pentingnya adalah diskusi mengenai cara meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan dalam pariwisata. Bagaimana mengedukasi
masyarakat dan mengintegrasikan perspektif mereka dalam perencanaan pariwisata yang
berkelanjutan perlu menjadi bagian dari strategi yang komprehensif.

Peneliti juga menemukan bahwa keterlibatan komunitas lokal seperti Belantara Budaya
Indonesia, Ngopi Jakarta, Taman Suropati Chamber, Natural Cooking Club, Yoga Gembira
dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peranan yang sangat penting dalam
merencanakan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peneliti mendapati bahwa
mendengarkan dan memperhitungkan pendapat serta kebutuhan masyarakat lokal, serta
memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dapat menciptakan proyek
pariwisata yang lebih terintegrasi dengan masyarakat setempat dan lebih mendukung
keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang
menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata (Buckley, 2009)
dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Ryan
& Montgomery, 2014).

Temuan ini membuka ruang untuk diskusi yang relevan dan mendalam terkait dengan peran
komunitas lokal dan pemangku kepentingan dalam pengembangan industri pariwisata yang
berkelanjutan. Pertama, perlu dibahas secara lebih rinci mengenai mekanisme dan strategi
untuk melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan pariwisata. Bagaimana memastikan
partisipasi aktif mereka, mendengarkan kebutuhan mereka, dan mengintegrasikan
pandangan mereka dalam perencanaan proyek pariwisata.

Selanjutnya, penting pula untuk dibahas bagaimana memastikan bahwa manfaat ekonomi
dari industri pariwisata benar-benar dirasakan oleh komunitas lokal. Diskusi ini mencakup
cara-cara mendistribusikan pendapatan, menciptakan peluang kerja lokal, dan
mempromosikan pengembangan usaha mikro dan kecil di sekitar destinasi pariwisata.

Selain itu, perlu diperdebatkan bagaimana melibatkan pemangku kepentingan lainnya,
seperti organisasi non-pemerintah, dan kelompok lingkungan, dalam proses perencanaan



pariwisata. Diskusi mengenai kerjasama dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pariwisata akan menjadi hal yang relevan.

Pembahasan juga harus mencakup bagaimana mengelola potensi konflik antara kebutuhan
ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks partisipasi masyarakat lokal dan
pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik
serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik pariwisata mendukung tujuan keberlanjutan.

Peneliti juga menemukan bahwa strategi inovatif perencanaan pariwisata di DKI Jakarta
juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, investasi swasta, dan
masyarakat, karena ketiga steakholders tersebut memiliki peranan penting dalam
menciptakan keseimbangan yang diperlukan antara pembangunan ekonomi, pelestarian
budaya, dan pelestarian lingkungan dalam sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketika ketiga pihak ini bekerja sama dengan baik, seperti proyek pembangunan MRT
(Mass Rapid Transit) Jakarta di kawasan Jakarta Selatan, mereka dapat mengidentifikasi
proyek pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, sambil tetap
memperhatikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta alam. Pendekatan ini
menciptakan kesempatan untuk memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata sambil tetap
memperhatikan nilai-nilai sosial dan lingkungan, sejalan dengan konsep pembangunan
berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh Ritchie dan
Crouch (2003) dalam penelitiannya tentang pembangunan berkelanjutan dalam industri
pariwisata.

Temuan ini membawa beberapa isu yang perlu didiskusikan secara mendalam terkait
pengembangan industri pariwisata yang seimbang antara pembangunan ekonomi,
pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Pertama, perlu dibahas lebih lanjut
mengenai bagaimana mendorong dan memfasilitasi kolaborasi yang efektif antara
pemerintah, investasi swasta, dan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata.
Diskusi ini mencakup peran masing-masing pihak, mekanisme kerja sama, dan bagaimana
mengatasi potensi konflik kepentingan.

Selanjutnya, perlu dibicarakan secara rinci mengenai cara mengidentifikasi dan
mengevaluasi proyek pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sambil
tetap memperhatikan perlindungan warisan budaya dan lingkungan. Diskusi ini mencakup
metode penilaian dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan proyek pariwisata, serta
bagaimana mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis tersebut.

Selain itu, perlu juga dibahas bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan
dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pariwisata. Bagaimana memastikan bahwa
nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan diperhitungkan dalam setiap tahap pengembangan
proyek, termasuk pemilihan lokasi, desain, dan manajemen operasional, adalah aspek yang
harus diperdebatkan.

Pembahasan juga harus mencakup bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pariwisata. Bagaimana mendidik
masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan serta bagaimana
memungkinkan mereka untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pembangunan
pariwisata.



IMPLIKASI

Implikasi dari temuan penelitian ini sangat penting dalam konteks pengembangan industri
pariwisata yang berkelanjutan. Temuan tentang pentingnya menciptakan lingkungan
regulasi yang kondusif untuk investasi swasta menunjukkan bahwa pemerintah perlu
berperan aktif dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.
Ini mencakup penyederhanaan prosedur perizinan, yang dapat mempercepat proses
investasi, serta pemberian insentif fiskal yang memungkinkan investasi swasta menjadi
lebih menarik. Hal ini berarti pemerintah perlu memiliki kerja sama yang erat dengan sektor
swasta dalam menyusun kebijakan yang sesuai.

Selanjutnya, implikasi dari temuan kolaborasi antara pemerintah dan investasi swasta adalah
bahwa kerjasama yang efektif antara sektor publik dan swasta merupakan kunci dalam
mencapai kesuksesan dalam pengembangan industri pariwisata. Ini menegaskan perlunya
koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam merancang,
melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pariwisata. Dengan cara ini, potensi investasi
swasta dapat dimaksimalkan, sambil tetap memastikan bahwa kepentingan umum, termasuk
pelestarian budaya dan lingkungan, tetap terjaga.

Langkah-langkah seperti pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai juga memiliki
implikasi penting dalam mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Investasi dalam
infrastruktur seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas lainnya adalah faktor penting
dalam menjadikan destinasi pariwisata lebih menarik bagi wisatawan. Namun, perlu dicatat
bahwa investasi ini juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya serta
memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip
keberlanjutan.

Temuan ini juga menggaris-bawahi pentingnya kerjasama yang berkelanjutan antara
pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi, sesuai dengan apa yang
diungkapkan oleh Ahlstrom dan Bruton (2010). Ini menekankan bahwa hubungan yang baik
dan kerja sama yang erat antara kedua pihak dapat menciptakan peluang pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata. Dengan demikian,
implikasi dari temuan ini adalah perlunya menjaga dan memperkuat kolaborasi ini dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing

tinggi.

Implikasi dari temuan bahwa perencanaan yang berkelanjutan dan berbasis data memiliki
peran sentral dalam pengembangan sektor pariwisata adalah sangat penting dalam konteks
pelestarian lingkungan dan keberlanjutan industri pariwisata. Temuan ini menunjukkan
bahwa pemerintah dan pelaku industri pariwisata perlu mengalokasikan sumber daya yang
cukup untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data yang akurat dalam
perencanaan. Artinya, investasi dalam teknologi dan kompetensi dalam pengelolaan data
menjadi prioritas untuk mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi dan
menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

Selanjutnya, penggunaan data yang akurat dan analisis yang mendalam tentang dampak
lingkungan juga berarti bahwa proyek-proyek pariwisata dapat dirancang dengan lebih hati-
hati dan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Ini
memiliki implikasi positif dalam memastikan bahwa destinasi pariwisata tetap berkelanjutan
jangka panjang dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.



Selain itu, temuan ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa kebijakan dan
praktik dalam industri pariwisata berfokus pada keberlanjutan. Pemahaman yang lebih baik
tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proyek pariwisata akan
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan dalam
jangka panjang.

Implikasi dari temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan
pentingnya perencanaan berkelanjutan dalam industri pariwisata (Dredge & Jenkins, 2007)
dan penggunaan data dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan
(Andereck et al., 2005). Hal ini menunjukkan bahwa konsep-konsep ini tetap relevan dan
penting dalam merancang masa depan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan dan
bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Implikasi dari temuan bahwa keterlibatan komunitas lokal dan pemangku kepentingan
lainnya memiliki peran sentral dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sangat
penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Temuan ini
menekankan bahwa komunitas lokal dan pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan
perspektif yang berharga tentang daerah mereka sendiri. Dengan mendengarkan pendapat
mereka dan memperhitungkan kebutuhan lokal, proyek pariwisata dapat lebih terintegrasi
dengan masyarakat setempat. Hal tersebut dapat membantu menciptakan pengalaman yang
lebih otentik dan berarti bagi wisatawan.

Selanjutnya, implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemangku kepentingan lainnya, seperti
organisasi non-pemerintah, dan kelompok lingkungan, juga memiliki peran penting dalam
perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Mereka dapat memberikan wawasan dan
sumber daya tambahan dalam pengelolaan dan pengembangan proyek pariwisata. Hal ini
menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan
keberlanjutan.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi
komunitas lokal dan pemangku kepentingan, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan.
Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, proyek pariwisata dapat dirancang
dan dijalankan dengan lebih bijaksana, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan
alam dan memastikan perlindungan alam yang berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata (Buckley, 2009) dan keterlibatan aktif
pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Ryan & Montgomery, 2014). Ini
mengkonfirmasi bahwa pendekatan ini tetap relevan dan merupakan langkah yang
diperlukan dalam mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
di masa depan.

Implikasi dari temuan bahwa kolaborasi antara pemerintah, investasi swasta, dan
masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata di DKI Jakarta adalah
sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keberlanjutan
lingkungan. Temuan ini menyoroti bahwa pembangunan pariwisata yang sukses
memerlukan keseimbangan yang cermat antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya,
dan pelestarian lingkungan. Ini berarti bahwa ketiga pihak, yaitu pemerintah, investasi
swasta, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam merancang dan mengelola proyek-
pariwisata.
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Selanjutnya, implikasi dari temuan ini adalah bahwa kolaborasi yang baik antara ketiga
pihak tersebut merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan dalam sektor
pariwisata. Kolaborasi ini memungkinkan identifikasi proyek-pariwisata yang tidak hanya
menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-
aspek pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan cara ini, pariwisata dapat memberikan
manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan mengurangi dampak negatif terhadap
warisan budaya serta alam.

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengembangan
pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini menciptakan
kesempatan untuk memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata sambil tetap memperhatikan
nilai-nilai sosial dan lingkungan, yang merupakan tujuan inti dari pembangunan
berkelanjutan. Pendekatan ini juga konsisten dengan pandangan Ritchie dan Crouch (2003)
tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam industri pariwisata, yang
menekankan bahwa keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan
pariwisata.

Dalam keseluruhan, implikasi dari temuan ini adalah bahwa kolaborasi yang efektif antara
pemerintah, investasi swasta, dan masyarakat adalah kunci dalam menciptakan industri
pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di DKI Jakarta. Hal ini
menggarisbawahi pentingnya bekerja sama untuk mencapai keseimbangan yang diperlukan
antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan dalam industri
pariwisata yang semakin berkembang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi memegang peranan penting dalam
pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa
keterlibatan aktif pemerintah, investasi swasta, dan masyarakat sangat menentukan dalam
mencapai keseimbangan yang diperlukan antara pembangunan ekonomi, pelestarian
budaya, dan pelestarian lingkungan dalam sektor pariwisata.

Langkah-langkah seperti menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, penyederhanaan
prosedur perizinan, pemberian insentif fiskal, pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang
memadai, dan penggunaan data yang akurat dalam perencanaan, merupakan strategi yang
efektif dalam mendorong investasi swasta di sektor pariwisata. Kolaborasi yang baik antara
pemerintah, investasi swasta, dan masyarakat membuka peluang untuk mengidentifikasi
proyek-pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, sambil tetap
memperhatikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya serta alam.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana
keberlanjutan ekonomi harus diimbangi dengan keberlanjutan budaya dan lingkungan.
Dengan memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata sambil tetap memperhatikan nilai-nilai
sosial dan lingkungan, DKI Jakarta dapat mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang
berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesimpulannya, kolaborasi efektif antara pemerintah dan investasi swasta, didukung oleh
partisipasi aktif masyarakat, adalah kunci dalam pengembangan industri pariwisata yang
berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di DKI Jakarta. Dengan pendekatan ini, pariwisata
dapat menjadi salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sambil
tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya.
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